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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektif atau tidaknya pemungutan 
retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara dalam kaitannya dengan 
Pendapatan Asli Daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif dan analisis efektivitas. Hasil analisis mengenai 
efektivitas pemungutan retribusi pasar dalam 3 tahun terakhir (tahun 2013 s/d 
2015) menunjukkan penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Terlihat retribusi 
pasar pada tahun 2013 rasionya sebesar 122,65% dari target yang ditetapkan 
yang nilai efektivitasnya dapat dikategorikan sudah sangat efektif, pada tahun 
2014 turun menjadi 84,48% yang dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 
2015 turun lagi menjadi 74,89% yang dikategorikan tidak efektif. Walaupun target 
retribusi pasar yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara selalu 
berbeda setiap tahunnya, namun peningkatan target tidak disertai dengan 
peningkatan realisasi penerimaan retribusi pasar. 
 






This study aimed to analyze the effectiveness of market tax collection carried out 
by the Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) 
Toraja Utara district in relation to revenue. The analytical method used in this 
research is descriptive analysis and effectiveness. The results of the analysis of 
the effectiveness of the levy charged on the market in the last 3 years (2013 – 
2015) shows significant decline every year. Seen market levy in 2013 the ratio 
was at 122.65% of the target set by the value of its interpretation can be 
Considered to be effective, in 2014 fell to 84.48% were categorized as less 
effective and in 2015 fell again to 74.89% Categorized ineffective Although 
market tax targets set by the government of Toraja Utara regency always 
different every year, but the target increase was not accompanied by an increase 
in tax revenues in the market. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Upaya dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang memerlukan 
adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
serta seluruh masyarakat. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah 
satu hal yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan 
pembangunan adalah dengan menerapkan sistem otonomi daerah.  
Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah memberikan 
kewenangan yang luas melalui penyelenggaraan urusan pemerintah mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan 
penggalian potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah 
dan pelayanan masyarakat. Salah satu hal dalam pelaksanaan otonomi daerah 
adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini antara lain meliputi : Pajak 
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.  Berdasarkan wewenang tersebut 
setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-
sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu 
menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya guna memenuhi 
kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui 
Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh 






merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan 
daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga 
pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah 
yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan ditempuh dengan kebijakan 
pada penerimaan retribusi, di mana setiap orang wajib membayar retribusi sesuai 
dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa 
yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.  
Dari beberapa sumber pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang 
paling penting karena setiap tahunnya retribusi daerah mampu memberikan 
sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah khususnya di Kabupaten 
Toraja Utara.  
Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, 
maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu 
dengan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi 
daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa 
umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah 
harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik- 
baiknya. 
Namun permasalahan yang terjadi bahwa pendapatan asli daerah melalui 
retribusi pasar di Kabupaten Toraja Utara kurang begitu optimal, hal ini dapat 
dilihat dari banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mau membayar karcis 
retribusi pasar dengan alasan belum ada yang membeli barang-barang yang 
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mereka jual, frekuensi pasar yang ada di Kabupaten Toraja Utara hanya dua kali 
dalam satu minggu, sulitnya menarik retribusi pada pedagang hewan hidup 
seperti kerbau karena pedagang melimpahkan pemungutan retribusi kepada 
konsumen/pembeli, setiap pedagang hewan tidak memiliki tempat atau stand 
untuk berjualan sehingga sulit untuk diberikan karcis retribusi, serta untuk 
retribusi pasar dan angkutan umum, penerimaannya cenderung digabungkan 
sehingga tidak jelasnya jumlah persentase yang disumbangkan masing-masing 
objek pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya 
berbagai permasalahan tersebut, hal inilah yang menyebabkan retribusi pasar 
belum dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Toraja Utara. 
Beberapa penelitian mengenai efektivitas retribusi pasar pernah dilakukan 
oleh Fandhi, Amanto, dan Nuzula (2014) yang meneliti tentang analisis 
efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli 
daerah (studi pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). Hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah 
berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-2012 secara keseluruhan sudah 
efektif, tetapi kontribusi retribusi daerah terhadap PAD selama periode tersebut 
masih kurang. Atmaja (2015) yang meneliti tentang analisis efektivitas dan 
efisiensi retribusi pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) selama kurun waktu 3 tahun 
realisasi retribusi pasar selalu mengalami peningkatan. (2) Tingkat efektivitas 
untuk retribusi pasar di Kabupaten Lumajang diambil data tahun 2013 sebagai 
tahun sampel, masuk dalam kategori cukup efektif. (3) Tingkat efisiensi untuk 
Retribusi pasar di Kabupaten Lumajang diambil data tahun 2013 sebagai tahun 
sampel, masuk dalam kategori efisien. (4) Kontribusi retribusi pasar terhadap 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang semakin menurun pada 
tahun 2011, menunjukkan sangat kurang berkontribusi dalam peningkatan PAD 
di Kabupaten Lumajang. 
Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fandhy, Amanto, dan Nuzula 
(2014) dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu, dimana penelitian yang 
dilakukan oleh Fandhy, dkk (2014) melakukan analisis efektivitas penerimaan 
dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dari tahun 2008-2012. Sedangkan 
penelitian ini, peneliti menganalisis penerimaan retribusi pasar melalui 
pengamatan dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2013 s/d 2015. Selain itu, peneliti 
juga melakukan analisis efektivitas pola dan sistem pemungutan retribusi Pasar 
Bolu (pasar mingguan) dan Pasar Pagi (pasar harian) di Kabupaten Toraja Utara. 
Hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa pemungutan retribusi 
pasar yang dicapai selama ini tidak sesuai dengan target perencanaan. Hal ini 
disebabkan karena tidak efektifnya pola dan sistem pemungutan retribusi pasar 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara. Dapat dilihat 
dari data pemungutan retribusi pasar dalam 3 tahun terakhir, realisasi 
penerimaan retribusi pasar sangat jauh dari target perencanaan yang ingin 
dicapai. Berikut adalah tabel perbandingan target dan realisasi retribusi pasar di 
Kabupaten Toraja Utara selama 3 tahun terakhir. 
Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2013-2015 
Tahun 
Target Retribusi Pasar 
(Rp) 
Realisasi Retribusi Pasar 
(Rp) 
2013 405.805.000 497.720.000 
2014 465.000.000 392.846.000 
2015 558.600.000 418.346.000 
Sumber : Dispenda Kabupaten Toraja Utara 
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Dari tabel 1.1, terlihat bahwa realisasi retribusi pasar tidak sesuai dengan 
yang ditargetkan. Tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar 
berdampak terhadap kurangnya pendapatan asli daerah khususnya dalam 3 
tahun terakhir di Kabupaten Toraja Utara.  
Untuk penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan hanya pada salah 
satu objek retribusi di Kabupaten Toraja Utara yaitu retribusi pasar. Hal ini 
disebabkan karena peneliti menemukan berbagai masalah dalam hal 
pemungutan retribusi pasar. Intensitas pasar di kabupaten Toraja Utara termasuk 
sangat tinggi, karena selain ada pasar harian, juga terdapat pasar mingguan di 
masing-masing Desa atau Lembang. Namun peneliti hanya mengambil 1 sampel 
pasar untuk dijadikan objek penelitian yaitu Pasar Bolu (Pasar mingguan). Pasar 
Bolu dijadikan objek penelitian karena pasar tersebut terbilang sangat ramai dan 
merupakan pasar terbesar di Kabupaten Toraja Utara. Dilihat dari tingginya 
proses jual beli atau perdagangan di Pasar Bolu, seharusnya retribusi pasar 
mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Regulasi yang ditetapkan oleh 
pemerintah mengenai retribusi pasar tidak banyak diketahui oleh masyarakat 
karena kurangnya sosialisasi. Dari ketidaktahuan ini, masyarakat seakan tidak 
perduli dengan pemungutan retribusi pasar sehingga banyak yang merasa tidak 
wajib untuk membayar karcis retribusi tersebut. Dari berbagai permasalahan 
tersebut, maka peneliti tertarik memilih judul: Analisis Efektivitas Pemungutan 
Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Toraja Utara. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka 
perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah pemungutan retribusi 
pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Toraja Utara telah efektif. 
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1.3.Tujuan dan Kegunaan penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : “Untuk 
menganalisis efektif atau tidaknya pemungutan retribusi pasar yang dilakukan 
oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Toraja Utara dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) “. 
 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 
 Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang relevan 
yang dapat memberi kegunaan : 
1. Sebagai tambahan wawasan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan bagi 
peneliti terutama yang berkaitan dengan efektivitas pemungutan retribusi 
pasar terhadap pendapatan asli daerah 
2. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan 
penelitian lebih lanjut. 
3. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar sarjana 
Ekonomi Deprtemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin 
Makassar. 
1.3.2.2 Kegunaan Praktis 
Dengan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat praktis 
sebagai berikut. 
1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah 
Kabupaten Toraja Utara dalam pemungutan retribusi pasar terhadap 
pendapatan asli daerah. 
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2. Sebagai informasi dan data tambahan untuk mendorong peningkatan 
pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara. 
3. Sebagai bahan pertimbangan untuk mencari solusi pemecahan berbagai 
macam permasalahan yang ditemui dalam hal pemungutan retribusi 
pasar dan optimalisasi pendapatan asli daerah. 
 
1.4 Sistematika Penulisan 
Hasil penelitian ini merupakan skripsi yang terdiri atas lima bab, yang 
disertai daftar pustaka sebagai acuan teori yang digunakan oleh peneliti. Untuk 
mempermudah dalam membaca penelitian ini, maka secara garis besar 
gambaran umum penelitian adalah sebagai berikut. 
Bab I    Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka konsep, tinjauan empirik, 
kerangka pikir, serta hipotesis. 
Bab III  Metode Penelitian membahas mengenai rancangan penelitian, lokasi 
dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
variabel penelitian dan definisi operasional, analisis data. 
Bab IV  Hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang 
gambaran umum dari obyek penelitian, data yang diperoleh, analisis 
data, hasil analisis, dan pembahasan. 
BAB V  Penutup berisi kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah 








2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 
2.1.1 Pengertian Efektivitas 
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 
populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna 
atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai 
tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan 
ataupun program.  
Halim, dkk (2009:72) menyatakan bahwa: 
“Efektivitas adalah hubungan antara output pusat pertanggungjawaban 
dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan maka 
makin efektiflah satu unit tersebut. Karena baik tujuan maupun hasil sulit 
diukur secara kuantitas maka efektivitas sering diukur dengan 
pertimbangan lain.” 
 
Bayangkara (2008:14) efektivitas adalah sebagai tingkat keberhasilan 
suatu perusahan untuk mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan ukuran dari 
output. 
Dari pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa 
efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 
(kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana 
target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. 
Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat 
sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 






dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan 
pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan 
jasa. 
Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara 
rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. 
Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat 
sehingga menyebabkan tujuan tídak tercapai atau sasaran yang diharapkan, 
maka hal itu dikatakan tidak efektif. 
Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui 
konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan 
apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan 
manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivítas merupakan 
pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 
secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran 
(output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan 
personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu 
kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan 
prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan 
dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. 
 
2.1.2 Pengertian Pajak 
Pajak sebagai suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan 
kepada negara dan memberikan kedudukan tertentu. Tetapi bukan sebagai 
hukuman dan tidak ada jasa balik dari negara secara langsung dan untuk 
memelihara kesejahteraan umum. Pajak merupakan iuran wajib dan 
pemungutannya didasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat 
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dipaksakan yang berarti bahwa barang siapa (wajib pajak) tidak atau tidak  
sepenuhnya   memenuhi   kewajiban   perpajakannya   sesuai  dengan  peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terhadap mereka dapat dipaksa 
untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui surat peringatan, surat teguran, 
dikenakan sanksi administrasi (bunga dan denda), termasuk penyitaan terhadap 
kekayaan wajib pajak, dan dapat dengan pidana penjara. Dengan demikian 
hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang 
mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan 
rakyatnya sebagai wajib pajak.  
Pengertian pajak secara umum bisa diartikan sebagai pungutan atau 
iuran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan undang-
undang yang hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran 
pemerintah dalam kegiatan program kerjanya. Selain itu, ada juga beberapa 
pengertian pajak menurut pendapat berbagai para ahli perpajakan.  
Mardiasmo (2008:1) mengemukakan bahwa :  
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum “. 
 
Casavera (2009 : 3) mengemukakan bahwa : 
“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan 
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.” 
 
Waluyo (2010:2) mengemukakan bahwa : 
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
11 
 
umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan 
pemerintahan “. 
 
Sumarsan (2010:9) mengemukakan bahwa :  
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara 
untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk 
public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 
investment. 
 
Abut (2007:17) ciri-ciri dari sistem perpajakan yang baru adalah : 
1. Kesederhanaan, yaitu kesederhanaan dalam jumlah, jenis dan tarif serta 
sistem pemungutannya. 
2. Peniadaan pajak ganda, yaitu meniadakan adanya beban pajak berganda, 
dengan memberlakukan kredit pajak sepenuhnya terhadap pajak yang telah 
dibayar. 
3. Pemerataan dalam pembebanan, yaitu seseorang atau badan yang 
memenuhi syarat sebagai wajb pajak harus mendaftarkan dirinya. Kalau 
kewajiban ini dilaksanakan dengan baik, maka pemerataan dalam pengenaan 
pajak dapat terlaksanakan dengan baik. 
4. Kepastian hukum, yaitu dalam perundang-undangan pajak yang baru 
tercantum secara jelas tentang kepastian hukum bagi wajib pajak, seperti 
permohonan pembayaran restitusi, penyelesaian keberatan dan kerahasiaan 
wajib pajak terjamin. 
5. Menutup peluang penggelapan pajak, yaitu perlunya secara terus menerus 
meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peraturan 
perundang-undangan perpajakan, dalam bentuk pelayanan dan kemudian 
memperoleh penjelasan dari sumbernya, juga meningkatkan kesadaran dan 




2.1.3 Fungsi Pajak 
Fungsi dari pajak adalah sebagai sumber pendapatan Negara yang 
dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bertujuan 
untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat secara umum. Menurut Sari 
(2013 : 38) terdapat dua fungsi pajak, yaitu : 
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)  
Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya 
dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara 
yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan 
negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran  negara. 
Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanaka 
pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari 
penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin 
seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. 
Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan 
pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. 
Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai 
kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini 
terutama diharapkan dari sektor pajak.  
2. Fungsi Mengatur (Reguler) 
Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan 
(umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) 
misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-
pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-
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pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Pemerintah 
bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. 
Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk 
mencapai tujuan. Selain dua fungsi pajak di atas, pajak juga memiliki fungsi lain 
yaitu : 
1. Fungsi Stabilitas  
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 
dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur 
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang 
efektif dan efisien.  
2. Fungsi Redistribusi Pendapatan 
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk mebiayai 
semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 
sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 
meningkatkan pendapatan masyarakat. 
3. Fungsi Demokrasi 
Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong 
royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada 
masyarakat pembayar pajak. 
Dilihat dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, tampaknya fungsi pajak 
adalah hanya untuk kas negara guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan. Selain dari fungsi budgetair tersebut sebenarnya pajak 
mempunyai fungsi yang lebih luas lagi yaitu fungsi mengatur (fungsi regulerend). 
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Penerapan fungsi mengatur dari pemungutan pajak dapat diterapkan dalam 
bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya maupun politik. 
 
2.1.4 Pengertian Retribusi Pasar 
Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas 
penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah 
Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, 
retribusi kios, retribusi los, retribusi sasaran, dan retribusi tempat parkir. Retribusi 
pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa 
umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.  
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar 
tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah 
daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola 
oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Fasilitas lain yang dikelola 
oleh BMUD untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan 
air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. 
Ulfa (2013) dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi 
kriteria sebagai berikut. 
1. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan rertribusi jasa usaha atau 
retribusi perijinan tertentu.  
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi.  
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang 
diharuskan untuk membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan 
dan kemanfaatan umum. 
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.  
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5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang 
pelaksanaannya.  
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah yang potensial.  
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 
tingkat dan/atau kualitas layanan yang baik. 
Selain mempunyai kriteria seperti yang dikemukakan di atas, retribusi 
pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu 
pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau golongan.  
Supramoko (2010 : 85) mengemukakan bahwa : 
“Retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
Retribusi pasar dibayar karena ada penggunaan ruangan pasar tertentu 
oleh si pembayar retribusi itu.” 
 
Setiawan dan Suprapti (2002 : 19) mengemukakan bahwa : “Retribusi 
pasar atau retribusi umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh pribadi atau badan.”  
Retribusi pasar digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum. Retribusi 
Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada retribusi daerah secara umum 
berlaku juga pada retribusi pasar, karena retribusi pasar merupakan bagian dari 
retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi pelayanan pasar adalah : 
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“Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola 
oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk 
yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta”. Dengan 
demikian retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah dan merupakan 
salah satu sektor pendapatan asli daerah. 
 
2.1.5 Potensi Retribusi Pasar 
Kata potensi berasal dari bahasa Inggris to patent yang berarti keras, 
kuat. Dalam pemahaman lain, kata potensi mengandung arti kekuatan, 
kemampuan, daya, baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum 
optimal. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud 
potensi adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh seseorang, namun 
belum dipergunakan secara maksimal. Sunarto (2005 : 52), potensi adalah daya, 
kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau 
kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Potensi 
penerimaan daerah dapat diukur dengan dua pendekatan yaitu : (1) berdasarkan 
fungsi penerimaan, (2) berdasarkan atas indikator sosial ekonomi. Sebagai 
contoh digunakan pajak daerah sebagai sarana pengukuran potensi menurut 
fungsi perpajakan dilakukan melalui pengamatan atas pelaksanaan pemungutan 
pajak yang bersangkutan dengan cara mengalihkan pengenaan pajak (tax base). 
Pengertian di atas memberi pemahaman kepada kita bahwa potensi merupakan 
suatu daya yang dimiliki oleh manusia, tetapi daya tersebut belum dimanfaatkan 
secara optimal. OIeh karena itu, yang menjadi tugas berikutnya bagi manusia 
yang berpotensi adalah bagaimana mendayagunakan potensi tersebut untuk 
meraih prestasi. Potensi dapat menjadi perilaku apabila dikembangkan melalui  
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proses pembelajaran. Untuk menghitung potensi retribusi pasar perlu 
mengetahui komponen yang membentuk potensi daripada pasar itu sendiri. 
Komponen potensi pasar yaitu luas pasar (kios, los, dasaran, tenda), tarif yang 
dipungut, dan periode pemungutan. 
 
2.1.6 Tarif Retribusi Pasar 
Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan 
untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif dapat ditentukan 
seragam atau dapat diadakan pembedaan melalui golongan tarif sesuai dengan 
prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya: 
1. Pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa. 
2. Retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil. 
3. Retribusi pasar antara kios dan los.  
4. Retribusi sampah antara rumah tangga dan industri.  
Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 
14 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 21: “Retribusi pelayanan Pasar dan pasar Hewan 
yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan 
fasilitas pasar yang berupa ruko, los, kios, wc umum/mck, halaman/pelataran”. 
Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu 
jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar 
tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah 
daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola 
oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas lain yang dikelola 
oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, 
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penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam 
kebakaran. 
 
2.1.7 Subjek Retribusi Pasar 
Subjek retribusi pasar adalah orang atau pribadi yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi atas fasilitas/jasa yang digunakan sebagai tempat untuk berjualan 
barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah. Pembayaran 
adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas 
penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik fasilitas 
pasar yang menggunakan, menikmati dan memanfaatkan tempat untuk berjualan 
atau penyelenggaraan tempat berdagang yang disediakan dan dikelola oleh 
pemerintah daerah setempat. Pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya 
penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan pasar 
daerah adalah pasar yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah. 
 
2.1.8 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang diusahakan Iangsung oleh Pemerintah Daerah yang 
meliputi : Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milk 
daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain 
pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004). Dana 
sumbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari : Bagi hasil (bagian daerah) 
dari pajak bumi dan bangunan, bea peralihan hak atas tanah dan bangunan dan 
penerimaan dari sumber daya alam, Dana Alokasi Khusus dan Pinjaman Daerah. 
Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, 
pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan 
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operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa 
pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena 
adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan 
dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Adanya hak, wewenang, dan 
kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah 
daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-
sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli 
daerah sendiri. 
Menurut Darise (2008:135) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya 
disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah. 
Menurut Supramoko (2002:55) : “Pendapatan asli daerah adalah 
pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan 
perusahaam milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain 
pendapatan asli daerah.” 
Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, 
dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di 
daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta 
penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. 
Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan sumber pendapatan bagi 





1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari : 
a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang 
ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai 
badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan 
pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran umum 
yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa 
dapat dipaksakan. 
b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi 
pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena 
memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau 
milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai 
sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung 
walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, 
tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan 
yang sifat budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi 
daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. 
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan 
daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana 
pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang 
disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan,sesuai 
dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah 
adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan 
daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan 
mengembangkan perekonomian daerah. 
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d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan 
yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, 
pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai 
sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan 
yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan 
untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan 
daerah disuatu bidang tertentu. 
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari 
penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, 
pertambangan sumber daya alam, serta bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi 
umum, dan dana alokasi khusus. 
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari 
sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 
Pengertian PAD sendiri menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah: 
“Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli 
Daerah ini merupakan sumber penerimaan daerah yang dikelola dan dipungut 
oleh pemerintah daerah sendiri berdasarkan potensi, jenis dan tarif pungutan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan asli daerah bertujuan 
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai 
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi di daerah sebagai 





1. Hasil Pajak Daerah 
Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pajak daerah adalah 
pungutan daerah menurut peraturan daerah yang digunakan untuk 
pembiayaan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik. 
2. Hasil Retribusi Daerah 
Retribusi daerah adalah hasil pungutan daerah sebagai imbalan atas jasa 
yang diperoleh dari pemakaian jasa pekerjaan atau pelayanan pemerintah 
daerah dan jasa usaha milik daerah yang dilaksanakan berdasarkan 
peraturan daerah. 
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, seperti: bagian laba 
Bank Pembangunan daerah (BPD), bagian laba Perusahaan Daerah, dan 
hasil investasi pihak ketiga. 
4. Lain-lain PAD yang sah Lain-lain PAD yang sah yaitu semua PAD yang 
bukan berasal dari pajak, retribusi dan laba usaha daerah, antara lain: hasil 
penjualan milik daerah, penerimaan jasa giro, penerimaan ganti rugi atas 
kekayaan daerah (TP/PGR), denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 
penerimaan bunga deposito. 
Menurut UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa 
perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, 
transparan dan efisiensi dalam rangka pendanaan penyelenggaraan 
Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan 




Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberdayakan dan 
meningkatkan kemampuan perekonomiaan daerah. Upaya yang digunakan untuk 
meningkatkan kemampuan perekonomiaan daerah yaitu dengan meningkatkan 
dan mengoptimalkan kontribusi bagi pendapatan daerah. Salah satu sumber 
penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan daerah adalah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 
a. Hasil pajak daerah 
b. Hasil retribusi daerah 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
d. Lain-lain PAD yang sah. 
2. Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam 
rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas: 
a. Dana Bagi Hasil, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk                                                                              
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 
b. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 
c. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 
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3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan 
pendapatan Dana Darurat. 
Dari komponen-komponen PAD di atas, penerimaan yang paling potensial 
memberikan kontribusi yang cukup berarti adalah penerimaan dari pajak dan 
retribusi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola 
serta menggali sumber daya di daerah yang menjadi potensi daerah yang 
menghasilkan kontribusi yang berarti bagi PAD. Terkait dengan hal tersebut 
Pemerintah perlu melakukan upaya optimalisasi atas potensi pendapatan asli 
daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Untuk itu, maka 
dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini, daerah harus mampu 
memanfaatkan, mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada 
dengan tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan 
daerah. 
Dengan meningkatnya kontribusi bagi PAD melalui upaya efektivitas 
pemungutan pajak dan retribusi daerah, maka pemerintah daerah dapat 
mengurangi ketergantungan biaya dari pemerintah pusat dan dapat 
meningkatkan kemandirian daerahnya.  
 
2.1.9 Efektivitas Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Efektivitas atau daya guna mengukur perbandingan antara realisasi 
penerimaan retribusi jasa umum dengan targetnya. Efektivitas adalah suatu 
ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu 
tujuan. 
Mardiasmo (2008 : 134) mendefinisikan efektivitas sebagai “Ukuran 
berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Pandangan tentang 
konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo di atas, terlihat bahwa 
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pengertian konsep efektivitas hampir selalu menunjukkan pada pencapaian 
target atau sasaran atau tujuan hasil kerja atau efek yang diharapkan dari suatu 
kegiatan atau aktivitas/tindakan. 
Apabila dikaitkan dengan variabel yang diteliti dalam penelitian ini maka 
konsep efektivitas pemungutan retribusi pasar yaitu dapat dikatakan tingkat 
tercapainya realisasi penerimaan retribusi pasar dalam mencapai target yang 
seharusnya dicapai pada periode tertentu. 
Dengan demikian, rasio efektivitas retribusi pasar dapat dirumuskan 
sebagai berikut. 
                                               Realisasi penerimaan retribusi pasar 
Rasio efektivitas Retribusi =                                                                X 100% 
                                                        Target Pasar Retribusi 
 
Sedangkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat 
dihitung dengan rumus sebagai berikut. 
 
                                   Realisasi PAD 
Rasio efektivitas PAD =                                  X 100% 
 
                                     Target PAD 
 
Kriteria rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar dan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dapat dikateorikan berdasarkan nilai efektivitas dalam tabel 
sebagai berikut. 
Tabel 2.1  Rasio Nilai Efektivitas 
 









< 75% Tidak Efektif 





2.2 Tinjauan Empirik 
Beberapa penelitian mengenai Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi 
Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah telah banyak dilakukan, antara lain : 
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 
No. Nama 
peneliti 



















menunjukkan bahwa tingkat 
efektivitas penerimaan 
retribusi daerah berdasarkan 
jenis-jenisnya selama 
periode 2008-2012 secara 
keseluruhan sudah efektif. 
Tetapi kontribusi retribusi 
daerah terhadap PAD 
selama periode tersebut 
masih kurang, serta program 
intensifikasi dan 
ekstensifikasi yang dilakukan 
pemerintah belum optimal. 
Faktor penyebab hal 
tersebut adalah kurangnya 
kesadaran masyarakat dan 
kepatuhan wajib retribusi 
dalam memenuhi kewajiban 
retribusi serta kurangnya 




















Dari hasil penelitian ini 
ditemukan bahwa (1) 
Selama kurun waktu 3 tahun 
realisasi Retribusi pasar 
selalu mengalami 
peningkatan. Retribusi pasar 
di kabupaten Lumajang 
selama 3 tahun terakhir 
dengan rata-rata realisasi 
Rp. 3.414.542.304 per tahun 








9,3 % pertahun. (2) Tingkat 
efektivitas untuk Retribusi 
pasar di kabupaten 
Lumajang diambil data tahun 
2013 sebagai tahun sample 
yakni 34,419 %, masuk 
dalam kategori cukup efektif. 
(3) Tingkat efisiensi untuk 
Retribusi pasar di kabupaten 
Lumajang diambil data tahun 
2013 sebagai tahun sample 
yakni 42,83%, masuk dalam 
kategori efisien. (4) 
Kontribusi retribusi pasar 
terhadap pendapatan asli 
daerah (PAD) Kabupaten 
Lumajang semakin menurun 
yakni dari 3,6 % pada tahun 
2011 menjadi 3,3 % pada 
tahun 2013, dengan rata-
rata kontribusi retribusi pasar 
sebesar 3,43% menunjukkan 
sangat kurang berkontribusi 



















Minahasa sudah cukup 
berhasil dalam mengelola 
pendapatan asli daerah 
(PAD), tetapi yang harus 
diperhatikan oleh pemerintah 
Kabupaten Minahasa ialah 
kontribusi retribusi daerah 

















menunjukkan bahwa : 
1. Perkembangan 
penerimaan retribusi 












sudah efektif, mencapai 
efisiensi dan mengalami 
pertumbuhan yang 
berfluktuasi. 
2. Kontribusi pasar 
terhadap sumber 
pembiyaan otonomi 
daerah (PAD) dari tahun 
2007 – 2011 masih 
rendah/kecil. 












Hasil dari penelitian ini 
adalah secara umum laju 
pertumbuhan realisasi 
penerimaan retribusi pasar 
meningkat, retribusi pasar 
memberikan kontribusi yang 
cukup besar terhadap PAD 
yaitu sebesar 9,54% dari 
total PAD, penerimaan 
retribusi pasar tahun 2008 
sudah efektif, meskipun 
pada tahun 2009-2011 
kurang efektif atau belum 
mencapai 100%. Hal ini 
disebabkan karena banyak 
kios/los yang masih kosong, 
perilaku pedagang yang 
tidak bertanggung jawab 
yang meninggalkan kios 
tanpa memberitahu petugas, 
dan adanya tunggakan 
pembayaran retribusi pasar 
yang dilakukan pedagang. 
Kata kunci: analisis, retribusi 













2.3 Kerangka Pikir 
Dalam rangka mendorong perkembangan otonomi daerah yang nyata, 
dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintah daerah 
yang bersumber dari pendapatan asli daerah haruslah dapat dikelola lebih efisien 
dan efektif. Sejalan dengan tuntutan pembangunan dan pemberian pelayanan 
kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah 
dewasa ini, sangat diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli 
daerah yang cukup memadai. 
Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi 
terbesar adalah retribusi daerah yang pada dasarnya dikelola sendiri oleh       
setiap  daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah 
yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, salah satu pungutan 
retribusi daerah adalah retribusi pelayanan pasar. Retribusi pasar ini termasuk 
dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial 
terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu 
pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini 
dengan sebaik- baiknya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya 
di Kabupaten Toraja Utara. 
Berikut ini dikemukakan kerangka pikir yang dapat dilihat melalui gambar 






































Asli Daerah (PAD) 





3.1 Rancangan Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif khususnya efektivitas 
pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun 
yang menjadi objek penelitian adalah Retribusi Pasar dengan pengukuran 
penerimaan Retribusi yang terdiri dari potensi penerimaan Retribusi Pasar, laju 
pertumbuhan, tingkat elastisitas, tingkat efektivitas serta kontribusi terhadap 
Pendapatan Asli Daerah. Unit analisis yang menjadi objek penelitian berikutnya 
adalah Pendapatan Asli Daerah dengan pengukuran penerimaan PAD. Dengan 
demikian penelitian ini diharapkan akan memiliki arti yang penting, karena hasil 
penelitian akan menjadi masukan yang berharga bagi Pemda Kabupaten Toraja 
Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
 
3.2 Daerah dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 
akan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 
berlokasi di Kabupaten Toraja Utara. Adapun fokus penelitian di tempatkan pada 
kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara, merupakan 
bagian pelaksana pemungutan Retribusi Pasar. Penelitian ini akan dilakukan 















3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan 
data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder tersebut 
peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu : 
1. Observasi, yaitu kegiatan peninjauan dan pengamatan langsung data yang 
ada di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara, serta 
pengamatan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan variabel yang 
akan diteliti yaitu tentang efektivitas retribusi pasar  terhadap pendapatan asli 
daerah Toraja Utara. 
2. Wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab langsung dengan pihak Dinas 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara, atau petugas yang 
bersangkutan yang dianggap perlu untuk mengumpulkan dan memperoleh 
informasi dan keterangan mengenai efektivitas pemungutan retribusi pasar 
dalam mendukung peningkatan penerimaan PAD secara optimal. 
3. Studi Dokumentasi, studi ini digunakan untuk mencari data mengenai 
variabel-variabel berupa catatan-catatan, laporan-laporan, dan dokumen-
dokumen yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian  ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk catatan bukan             
angka-angka. 
2. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang 
masih perlu dianalisis kembali, berupa anggaran pendapatan asli daerah dan 
laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 
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anggaran 2013-2015 serta data lain yang berhubungan dengan masalah 
penelitian.  
Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian 
melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah 
penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap 
objek penelitian. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan acuan dan literatur               
yang berhubungan dengan materi dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari 
Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara selama periode 2013 
- 2015, serta data lainnya yang menunjang penelitian ini.  
 
3.5 Analisis Data  
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut.  
1. Analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang menguraikan mengenai 
pemungutan retribusi pasar dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja 
Utara. 
2. Analisis efektivitas  adalah perbandingan pemungutan retribusi pasar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan rumus dikemukakan oleh 
Halim (2007 : 234) sebagai berikut. 
                                      Realisasi Retribusi Pasar 
           Efektifitas   =                                                        x 100% 
                                         Target retribusi pasar  
                                   Realisasi pendapatan asli daerah 
           Efektifitas   =                                                               x 100% 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara 
4.1.1 Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik 
Kabupaten Toraja Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Rantepao. Kabupaten ini dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang merupakan 
pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Caretaker Bupati Toraja Utara adalah 
Drs. Y.S. Dalipang yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 
November 2008 di lapangan Bhakti Rantepao. Pada tanggal 11 November 2010, 
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo melantik Caretaker Bupati 
Kabupaten Toraja Utara yang baru, yaitu Drs. Tautoto TR, S.H pada bulan 
Februari 2010 lalu. Pada tanggal 31 Maret 2011, kabupaten Toraja Utara 
memiliki bupati dan wakil bupati definitif pertama yaitu pasangan Frederik Batti 
Sorring sebagai Bupati dan Frederik Buntang Rombelayuk sebagai wakil bupati 
untuk periode 2011-2016. 
Kabupaten Toraja Utara dengan luas wilayah 1.151,47 km2 atau sebesar 
2,5 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan (46.350,22 km2), secara yuridis 
terbentuk pada tanggal 21 Juli tahun 2008 dengan terbitnya Undang-Undang 
Nomor 28 tahun 2008, dimana sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari 
Kabupaten Tana Toraja.  Secara geografis, Kabupaten Toraja Utara terletak 
antara 2o – 3o Lintang Selatan dan 119o – 120o Bujur Timur. 
Kondisi topografi wilayah Kabupaten Toraja Utara secara umum 






kondisi topografinya paling tinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan 
daerah ini tidak memiliki wilayah laut sebagaimana tipikal sebuah daerah 
ketinggian.   
Sementara dalam hal iklim, termasuk beriklim tropis dengan suhu berkisar 
antara 14o -26o celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 82 % - 86 %, 
terdapat juga daerah yang hampir selalu terselimuti kabut sepanjang hari di 
perbatasan dengan daerah Teluk Bone. Letak geografis Kabupaten Toraja Utara 
yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pengunungan, lembah 
dataran dan sungai, dengan musim dan iklimnya tergolong iklim tropis basah. 
Kepemerintahan di Toraja diawali dari Pemerintah Hindia Belanda yang 
mulai menyusun pemerintahannya yang terdiri dari Distrik Bua’ dan Kampung 
yang masing-masing dipimpin oleh penguasa setempat (Puang Ma’dika). Setelah 
19 tahun Hindia Belanda berkuasa di daerah ini, Tana Toraja dijadikan sebagai 
Onderrafdeling dibawah Selfberstuur Luwu di Palopo yang terdiri dari 32 
Landchaap dan 410 kampung dan sebagai controleuur yang pertama yaitu; H.T. 
Manting. Pada tanggal 18 Oktober 1946 dengan besluit LTGG tanggal 8 Oktober 
1946 Nomor 5 ( Stbld Nomor 105 ) Onderafdeling Makale/Rantepao dipisahkan 
dari Swapraja yang berdiri sendiri dibawah satu pemerintahan yang disebut 
Tongkonan Ada’. 
Pada saat Pemerintahan berbentuk serikat (RIS ) tahun 1946 Tongkonan 
Ada’ diganti dengan suatu pemerintahan darurat yang beranggotakan 7 orang 
dibantu oleh satu badan yaitu Komite Nasional Indonesia (KNI) yang 
beranggotakan 15 orang. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 
Sulawesi Selatan Nomor 482, Pemerintah Darurat diadakan dan pada tanggal 21 
Februari 1 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan 
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Nomor 482, Pemerintah Darurat dibubarkan dan pada tanggal 21 Februari 1952 
diadakan serah terima Pemerintahan kepada Pemerintahan Negeri (KPN) 
Makale/Rantepao yaitu kepada Wedana Andi Achmad. Pada saat itu wilayah 
yang terdiri dari 32 Distrik, 410 Kampung dirubah menjadi 15 Distrik dan 133 
Kampung. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 dibentuk 
Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja yang peresmiannya dilakukan pada 
tanggal 31 Agustus 1957 dengan Bupati Kepala Daerah yang pertama bernama 
Lakitta 
Aspirasi awal pembentukan Kabupaten Toraja Utara, diwacanakan 
pertama kali oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Pengurus KNPI 
Kecamatan Rantepao dipercayakan untuk mengundang dan memimpin 
pertemuan dimaksud. Undangan ditandatangani oleh Ketua Antonius 
Sampetoding bersama Sekretaris Michael Tonapa, dan pertemuan berhasil 
diselenggarakan pada tanggal 4 April 2001 di Gedung Pemuda Rantepao. Dalam 
rangka membahani pertemuan untuk berdiskusi, pokok-pokok pikiran 
disampaikan oleh Drs. Habel Pongsibidang mewakili DPD II KNPI Tana Toraja. 
Fungsionaris KNPI yang ikut mengambil peran aktif di dalam acara diskusi 
dengan tokoh-tokoh masyarakat tersebut adalah antara lain: Drs. A. P Popang, 
dr. Hendrik Kala’ Timang, P. S Panggalo, Agustinus, M.K Parubak, Drs. Daniel 
Silambi, Samuel Palita S.E, Elianus Samben, S.Pd, Massuli’ M. Mallua’, S.H, M. 
Dharmansyah, Drs. Yusuf Biringkanae, M.Si, Paulus Batti, Ir. Matias Tanan, 
Ir.Julexy Mangimba, Ir. Alexander Matangkin, Cornelius Patulak Senda, BA, Drs. 
M.G. Sumule, Nani Upa Sumarre, Ir. Kristian Lambe’, Hans Lura Senobaan, Rita 
Rasinan, SE, M.Luther Bureken, SmHk, Drs. Rede Roni Bare, Yohanis 
Pongdatu, SH, Luther Pongrekun, SmHk, Ir. Mika Mambaya, Luise Ujiani Rongre, 
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Sumarlina Ramba’, S.Pd, Hana Lura, Pdt. Albartros Palilu, S.Th, Pdt. Drs. G.G. 
Raru, M.Si, Pdt. Yunus Pailu, Yunus Rante Toding, Elisabet Pasang, Obed 
Bendon, Layuk Sarungallo, Ludia Tasik Parura,SE. Berturut-turut aspirasi dalam 
bentuk daftar pernyataan dukungan tertulis atas perjuangan Pembentukan 
Kabupaten Toraja Utara, yang ketika itu telah ditandatangani oleh sejumlah 556 
(lima ratus lima puluh enam) tokoh-tokoh masyarakat, disampaikan secara resmi 
ke DPRD Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 2 September 2002. Pembawa 
aspirasi adalah antara lain: Antonius Sampetoding, Samuel Palita, SE, Michael 
Tonapa, Paulus Batti’, Pamaru R Palinggi dan Hans Lura Senobaan. 
Kabupaten Tana Toraja menyikapi positif dan menerima aspirasi tersebut 
sesuai mekanisme penerimaan aspirasi di DPRD penerima aspirasi 
dipercayakan oleh Pimpinan DPRD kepada J.K Tondok dari Fraksi PKPI. 
Keesokan harinya yaitu pada tanggal 3 September 2002 oleh delegasi 
masyarakat yang sama, aspirasi secara resmi disampaikan pula kepada Bupati 
Tana Toraja. 
DPRD Kabupaten Tana Toraja setelah menerima aspirasi masyarakat 
tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara, langsung menugaskan panitia 
musyawarah mempersiapkan agenda Sidang Paripurna DPRD guna 
pembahasan aspirasi masyarakat tersebut. Hasilnya adalah pada hari itu juga 
tanggal 12 September 2002 DPRD melalui Sidang Pleno menyatakan telah 
menerima aspirasi masyarakat tentang Pemekaran Kabupaten Tana Toraja. 
Selanjutnya, pada tanggal 24 September 2002 DPRD Kabupaten Tana Toraja 
melaksanakan sidang Paripurna dan mengambil keputusan tentang Pemekaran 
Tana Toraja serta menetapkan melalui Surat Keputusan DPRD 
Nomor:11/KEP/DPRD/IX/2002. Setelah semua tuntutan persyaratan berdasarkan 
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undang-undang terpenuhi, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melanjutkan 
usulan Pembentukan Kabupaten Toraja Utara ke Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia dengan surat No: 136/3712/Set perihal usul pembentukan Kabupaten 
Toraja Utara tanggal 3 Juni 2006. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 
kepada Menteri Dalam Negeri RI menyampaikan usul Pemekaran Kabupaten 
Tana Toraja menjadi Kabupaten Toraja Utara dengan 15 (lima belas) berkas 
lampiran 
Pada tanggal 31 Agustus 2008 Kabupaten Toraja Utara resmi terbentuk. 
Setelah melalui proses yang sempat menimbulkan pro dan kontra diantara 
masyarakat Toraja sendiri, pembentukan kabupaten Toraja Utara akhirnya 
ditetapkan melalui sidang paripurna DPR-RI pada tanggal 24 Juni 2008. Akan 
tetapi, peresmian Kabupaten Toraja Utara dilakukan dua bulan kemudian, yang 
dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun Tana Toraja yang ke-761 dan 
ulang tahun Kabupaten Tana Toraja yang ke-51, yaitu pada tanggal 31 Agustus 
2008. 
Dasar hukum pemekaran ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2008 Tentang Pembentukan dan kabupaten pemekarannya dengan nama 
Kabupaten Toraja Utara. Proses pengajuan usulan pemekaran sendiri melalui 
jalan yang panjang selama beberapa tahun. 
Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) Kecamatan dan 
terdiri dari 111 lembang dan 40 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Torja Utara 
tercatat 1.151,47 KM persegi. Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu 
Pepasan merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 
KM persegi dan 131,72 KM persegi atau luas kedua kecamatan tersebut 
merupakan 25,52 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Toraja Utara. 
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Dengan dibentuknya kabupaten Toraja Utara, maka wilayah kabupaten 
Tana Toraja terbagi ke menjadi dua wilayah pemerintahan, yaitu kabupaten Tana 
Toraja dengan Ibukota Makale, dan kabupaten Toraja Utara dengan Ibukota 
Rantepao.  Kabupaten Toraja Utara,  terdiri dari 21 Kecamatan , 40 Kelurahan 
dan 111 Lembang (Desa), berikut akan disajikan jumlah Kecamatan dan 
Kelurahan/Lembang secara rinci yang terdapat di Kabupaten Toraja Utara dalam 
tabel 4.1 : 
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Lembang di Kabupaten Toraja 
Utara 




1. Kelurahan Laang Tanduk 
2. Kelurahan Rantepao 
3. Kelurahan Mentirotiku 
4. Kelurahan Malango’ 
5. Kelurahan Pasele 
6. Kelurahan Singki’ 
7. Kelurahan Karassik 
8. Kelurahan Penanian 
9. Kelurahan Rante Pasele 
1. Lembang Saloso 




1. Kelurahan Pangli 
2. Kelurahan Pangli Selatan 
3. Kelurahan Palawa’ 
4. Kelurahan Deri 
5. Kelurahan Bori’ 
1. Lembang Buntu Lobo’ 
2. Lembang Parinding 
3. Lembang Bori Ranteletok 





1. Lembang Nanggala 
Sangpiak Salu 
2. Lembang Nanggala 
3. Lembang Tandung 
Nanggala 
4. Lembang Lili’ Kira’ 
5. Lembang Karre Limbong 
6. Lembang Karre Penanian 
7. Lembang Rante 
8. Lembang Basokan 




1. Kelurahan Pangala’ 
2. Kelurahan Pangala’ Utara 
1. Lembang Bululangkan 
2. Lembang Rindingallo 
3. Lembang Mai’ting 
4. Lembang Lo’ko’ Uru Tanete 
Batu 
5. Lembang Ampang Batu 
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6. Lembang Lempo Poton 




 1. Lembang Tallang Sura’ 
2. Lembang Sapan Kua-Kua 
3. Lembang Rinding Kila’ 
Balabatu 
4. Lembang Misa’ Ba’bana 
5. Lembang Issong Kalua’ 





 1. Lembang Sa’dan 
Malimbong 
2. Lembang Sa’dan Matallo 
3. Lembang Sa’dan Pebulian 
4. Lembang Sa’dan Ulusalu 
5. Lembang Sa’dan 
Ballopasange’ 
6. Lembang Sangkaropi’ 
7. Lembang Sa’dan Tiro Allo 
8. Lembang Andulan 
9. Lembang Sa’dan 
Pesondongan 





 1. Lembang Pa’paelean 
2. Lembang La’bo’ 
3. Lembang Buntu La’bo’ 
4. Lembang Tallung Penanian 
5. Lembang Pata’padang 
6. Lembang Tandung La’bo’ 
8. Kecamatan Sopai 
1. Kelurahan Nonongan 
2. Kelurahan Salu 
1. Lembang Salu Sopai 
2. Lembang Tombang Langda 
3. Lembang Marante 
4. Lembang Langda 
5. Lembang Nonongan 




1. Kelurahan Tikala 1. Lembang Buntu Barana’ 
2. Lembang Buntu Batu 
3. Lembang Sereale 
4. Lembang Embatau 
5. Lembang Benteng Ka’do 
To’ria 




1. Kelurahan Tagari 
2. Kelurahan Balusu 
1. Lembang Palangi’ 
2. Lembang Lili’kira’ Ao’ 
Gading 
3. Lembang Karua 
4. Lembang Awak Kawasik 







1. Kelurahan Tallunglipu 
Matallo 
2. Kelurahan Tampo 
Tallunglipu 
3. Kelurahan Tagari 
Tallunglipu 
4. Kelurahan Rantepaku 
Tallunglipu 
5. Kelurahan Tallunglipu 
6. Kelurahan Tantanan 
Tallunglipu 





 1. Lembang Pasang 
2. Lembang Ma’dong 
3. Lembang Dende 
4. Lembang Piongan 
5. Lembang Paku 
6. Lembang Kapolang 
7. Lembang Buntu Tagari 




 1. Lembang Sapan 
2. Lembang Buntu Minanga 
3. Lembang Sarambu 
4. Lembang Rante Uma 
5. Lembang Talimbangan 
6. Lembang Pulu’-Pulu’ 
7. Lembang Paonganan 
8. Lembang Parandangan 
9. Lembang Roroan 
Barra’Barra’ 
10. Lembang Pangkung Batu 
11. Lembang Pengkaroan 
Manuk 
12. Lembang Batu Busa 




 1. Lembang Baruppu’ Selatan 
2. Lembang Baruppu’ Utara 
3. Lembang Baruppu’ 
Benteng Batu 
4. Lembang Baruppu’ Parodo 
15. 
Kecamatan Kesu 1. Kelurahan Ba’tan 1. Lembang Panta’nakan Lolo 
2. Lembang Tallu Lolo 
3. Lembang Rindingbatu 
4. Lembang Angin-Angin 
5. Lembang Sangbua 




 1. Lembang Tondon Langi’ 
2. Lembang Tondon 
3. Lembang Tondon Siba’ta 
4. Lembang Tondon Matallo 
17. Kecamatan  1. Lembang Toyasa Akung 
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Bangkelekila 2. Lembang Batu Limbong 
3. Lembang Bangkelekila’ 




1. Kelurahan Bokin 1. Lembang Buangin 
2. Lembang Rantebua 
3. Lembang Pitung Penanian 
4. Lembang Ma’kuan Pare 
5. Lembang Rantebua 
Sumalu 





 1. Lembang Suloara 
2. Lembang Sesean Matallo 
3. Lembang Landorundun 
4. Lembang Tonga Riu 
5. Lembang Lempo 
20. 
Kecamatan 
Kapala Pitu; dan 
 1. Lembang Polopadang 
2. Lembang Benteng Ka’do 
3. Lembang Sikuku’ 
4. Lembang Kantun Poya 
5. Lembang Kapala Pitu 




 1. Lembang Batu Lotong 
2. Lembang Awan 
3. Lembang Buntu Karua 
4. Lembang Londongbiang 
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Toraja Utara Tahun 2016 
 
Adapun batas-batas administrasinya, sebagai berikut. 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi 
Barat. 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja. 
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat. 
Dalam RTRWN dijelaskan bahwa pada wilayah Kabupaten Toraja Utara 
terdapat Wilayah Sungai yakni Sungai Saddang yang merupakan sungai lintas 
provinsi (Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat). Selanjutnya dalam 
RTRWN Provinsi Sulawesi Selatan dipertegas lagi bahwa Sungai Saddang 
merupakan bagian dari Satuan Wilayah Sungai (SWS) Saddang dengan luas 
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DAS 6.696,10 km2 yang melintasi 2 Provinsi dan 5 Kabupaten, yakni masing-
masing Kabupaten Toraja Utara, Tana Toraja, Mamasa, Enrekang, dan        
Pinrang. 
 
4.1.2 Kondisi Demografis 
Kabupaten Toraja Utara dengan pusat pemerintahan di Kecamatan 
Rantepao merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, 
yakni mencapai 2.508 jiwa/Km2. Jumlah rumah tangga yang tercatat sebanyak 
3.760 KK, dengan jumlah penduduk keseluruhan 26.217 jiwa. Luas wilayah 
Kecamatan Rantepao tercatat 10,29 km2 yang meliputi 1 desa, 10 kelurahan atau 
0,89 persen dari luas wilayah Kabupaten Toraja Utara. Angka pertumbuhan 
penduduk Kabupaten Toraja Utara khususnya tiga tahun terakhir (tahun 2009 – 
2011) cenderung mengalami penurunan rata-rata 3,5 % pertahun. Proyeksi 
penduduk untuk 5 Tahun kedepan diprediksikan mencapai 230 ribu jiwa, adapun 
metode proyeksi yang digunakan adalah metode matematik dengan rumus 
geometri dengan berasumsi bahwa sampai pada tahun 2016 laju pertumbuhan 
penduduk sebesar 1,26% berdasarkan trend laju pertumbuhan periode lalu, 
sedangkan asumsi untuk jumlah Kepala Keluarga berdasarkan hasil rata-rata 
periode sebelumnya 4,5 – 5 jiwa per Kepala Keluarga. 
 
4.1.3 Tata Ruang Wilayah 
Strategi Kebijakan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten 
Toraja Utara dilakukan dengan lebih awal memperhatikan kebijakan dan      
strategi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan nasional yang berkaitan 
dengan wilayah atau bagian dari wilayah Kabupaten Toraja Utara untuk 
selanjutnya dijabarkan dan dipadukan kedalam rencana tata ruang wilayah 
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Kabupaten Toraja Utara. Dengan demikian aspek sinkronisasi dan keterpaduan 
tatanan pengelolaan tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara lebih terbuka     
dan akomodatif terhadap kegiatan berbagai pemangku kepentingan baik                 
secara nasional, regional dan 44arif dengan tetap memperhatikan keseimbangan 
aspek ekologis (fungsi lindung) maupun aspek ekonomi (fungsi budidaya) 
kawasan. 
Dalam PP/26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(RTRWN) ditetapkan Kawasan Toraja dan sekitarnya sebagai salah satu  
kawasan strategis nasional (KSN) dengan sudut kepentingan strategisnya adalah 
sosial budaya. Terkait dengan aspek kepentingan sosial budaya di kawasan 
Toraja, maka akan terdapat dua wilayah administratif kabupaten yang 
berkepentingan dan tercakup didalamnya, yakni Kabupaten Tana Toraja dan 
Kabupaten Toraja Utara. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah 
Kabupaten Toraja Utara meliputi : 
1. Membangun dan meningkatan aksesibilitas Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 
kabupaten dengan simpul  transportasi 44ariff4444 dan 44ariff444444onal 
yang 44ariff di sekitar wilayah kabupaten. 
2. Meningkatkan aksesibilitas Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten dengan 
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) secara merata melalui peningkatan 
jaringan prasarana. 
3. Meningkatkan aksesibilitas Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan Pusat 
Pelayanan Lingkungan (PPL) melalui peningkatan jaringan prasarana serta 
pengembangan ekonomi perdesaan terpadu berbasis pertanian. 
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4. Meningkatkan kualitas peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten     
melalui pemerataan distribusi pelayanan prasarana dan sarana ekonomi dan 
sosial budaya.   
Untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut maka diperlukan adanya  
strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara.  Strategi 
tersebut meliputi : 
1. Membangun dan meningkatkan prasarana transportasi berupa jaringan jalan 
yang menjadi akses penghubung Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten 
dengan prasarana transportasi yang berskala 45 ariff 45 45  dan 
45ariff454545onal yang 45ariff di sekitar wilayah Kabupaten Toraja Utara.  
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi       
secara merata utamanya akses utama penghubung antar PKL kabupaten  
dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).  
3. Meningkatkan kualitas prasarana transportasi utamanya akses utama 
penghubung  Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten dengan Pusat 
Pelayanan Lingkungan (PPL), serta meningkatkan kualitas dan kuantitas 
kegiatan dan prasarana ekonomi pedesaan. 
4. Meningkatkan jumlah dan mutu prasarana dan sarana ekonomi dan sosial 
budaya pada Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sehingga masyarakat tidak 
selalu harus ke Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten  yang mengakibatkan 
biaya tinggi bagi masyarakat dan berdampak semakin memperbesar 
kesenjangan pertumbuhan antar PKL kabupaten  dengan Pusat Pelayanan 
Kawasan (PPK).     
Perwujudan kebijakan dan strategi struktur tata ruang wilayah     
Kabupaten Toraja Utara akan mengarahkan 45ariff45 internal pelayanan wilayah 
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yang tersebar dan terhirarki mulai dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten, 
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), hingga Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).   
Dimana Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kabupaten merupakan kawasan perkotaan 
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa 
kecamatan.  Sementara Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan 
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau   
beberapa desa (disebut Lembang untuk wilayah Kabupaten Toraja Utara).   
Sedangkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah merupakan pusat 
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa (disebut 
Lembang untuk wilayah Kabupaten Toraja Utara).  
Dengan memperhatikan konstelasi struktur tata ruang wilayah Kabupaten 
Toraja Utara secara 46ariff4646 dan regional yang kewenangan penentuannya          
ada pada pemerintah pusat dan provinsi, kemudian kondisi obyektif wilayah     
yang secara administratif terdiri dari 21 kecamatan, serta 46 ariff 46  jaringan 
prasarana eksisting akan menjadi dasar pertimbangan utama dalam 
mengembangkan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Toraja Utara di masa 
yang akan datang.   
Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang menyebutkan bahwa rencana struktur tata ruang wilayah meliputi rencana 
46ariff46 pusat permukiman dan rencana 46ariff46 jaringan prasarana.  Dimana 
dalam 46ariff46  wilayah, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang 
merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan 
perkotaan maupun kawasan perdesaan.  Dalam mengembangkan 46 ariff 46 
pusat permukiman wilayah tentunya harus diselaraskan dengan 46 ariff 46 
jaringan prasarana yang antara lain mencakup 46ariff46 jaringan transportasi, 
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47 ariff 47  jaringan energi dan kelistrikan, 47 ariff 47  jaringan telekomunikasi, 
47ariff47 jaringan persampahan dan sanitasi, serta 47ariff47 jaringan sumber 
daya air. Untuk mencapai efektifitas struktur tata ruang wilayah di masa yang 
akan datang, maka kedua komponen pembentuk struktur tata ruang wilayah 
tesebut harus selalu dikembangkan secara paralel secara berkelanjutan. 
 
4.1.4 Keadaan Penduduk 
Salah satu modal dasar dalam melaksanakan pembangunan di suatu 
daerah adalah sumber daya manusianya dalam hal ini adalah penduduk. Apabila 
penduduk tersebut diarahkan atau dibina sebagai tenaga kerja yang efektif maka 
hal ini merupakan potensi yang sangat besar nilainya. Sebaliknya apabila 
penduduk tidak di bina atau diarahkan dengan baik sedangkan laju pertumbuhan 
penduduk tidak terkendali maka peningkatan kesejahteraan penduduk tidak 
merata, maka hal ini akan mengganggu keamanan stabilitas nasional. 
Penduduk Kabupaten Toraja Utara berdasarkan hasil Susenas akhir 
tahun 2009 berjumlah 229.090 jiwa yang tersebar di 21 Kecamatan, dengan 
jumlah penduduk terbesar yakni 25.805 jiwa mendiami Kecamatan Rantepao. 
Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih 
banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, yang masing-masing 
119.620 jiwa penduduk laki-laki dan 109.470 jiwa penduduk perempuan. Hal ini 
juga tercermin pada angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu 
109%, ini berarti, dari setiap 100 orang perempuan terdapat 109 laki-laki. Laju 
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2009 
dibandingkan dengan tahun 2008 mencapai 1,15% persen Kepadatan penduduk 
di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2009 telah mencapai 199 jiwa/km². 
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Kecamatan terpadat terdapat di Kecamatan Rantepao, dengan tingkat 
kepadatan mencapai 2.503 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang tingkat 
kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Baruppu dan Awan Rante 
Karua, yaitu 41 dan 90 jiwa/km². 
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dirinci Per Kecamatan di 
Kabupaten Toraja Utara  
No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 Sopai 6.835 6.691 13.526 
2 Kesu 7.909 7.382 15.291 
3 Sanggalangi 6.002 5.661 11.663 
4 Buntao 4.955 4.430 9.385 
5 Rantebua 4.966 4.530 9.496 
6 Nanggala 5.376 4.698 10.074 
7 Tondon 5.828 3.909 9.737 
8 Tallunglipu 8.130 7.631 15.761 
9 Rantepao 12.981 12.824 25.805 
10 Tikala 5.740 5.284 11.024 
11 Sesean 5.988 5.684 11.682 
12 Balusu 3.812 3.954 7.766 
13 Sa’dan 7.836 6.884 14.720 
14 Bengkele kila 3.018 2.855 5.873 
15 Sesean suloara 3.278 2.894 6.172 
16 Kapala pitu 3.550 3.407 6.957 
17 Dende piongan napo 5.390 4.547 9.937 
18 Awan rante karua 2.615 2.311 4.926 
19 Rindingallo 4.653 4.076 8.729 
20 Buntu pepasan 7.322 6.570 13.892 
21 Baruppu 3.426 3.248 6.674 
Jumlah / Total 119.620 109.470 229.090 





4.1.5 Gambaran Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Asset 
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara 
Visi dari DPPKAD adalah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah 
berbasis Kinerja Guna Mendukung Pelayanan Pemerintah dan Pembangunan 
yang Bersih, Berkualitas, Profesional dan Akuntabel. 
Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai 
berikut. 
1. Meningkatkan Pendapatan Daerah.  
2. Meningkatkan Efisien dan Efektivitas Belanja Daerah. 
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. 
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana. 
5. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Sumber-sumber Pendapatan 
Daerah. 
6. Meningkatkan administrasi pengelolaan Keuangan Daerah. 
7. Meningkatkan kinerja pengelokasian belanja daerah secara efisien, efektif, 
dan transparan berdasarkan skala prioritas. 
8. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan 
keuangan daerah. 
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan, pendapatan 
daerah. 
10. Meningkatkan konsultasi terhadap sumber-sumber Keuangan Daerah. 
 
4.1.6 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan 
fungsi dialokasikan dalam organisasi. Lebih lanjut struktur akan berdampak 








 Staf Ahli 
Bidang Sosial 
dan SDM 








 Inspektorat Daerah 
 Bappeda 




 Badan Kepegawaian  
Pendidikan dan Pelatihan 
 Badan Pelaksana 
Penyuluhan dan Ketahanan 
Pangan 
 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 
 Badan Pengelolaan dan 
Pengendalian Lingkungan 
Hidup 
 Satpol PP dan Linmas 
 Kantor Perpustakaan, Arsip 
dan Dokumentasi 
 Kantor Penghubung 
DINAS – DINAS DAERAH 
 Dinas Pendidikan 
 Dinas Kesehatan 
 Dinas Bina Marga dan 
Sumber Daya Air 
 Dinas Tata Ruang dan 
Permukiman 
 Dinas Dukcapil 
 Dinas Pertanian dan 
Perikanan 
 Dinas Peternakan 
 Dinas Perhubungan dan 
Kominfo 
 Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
 Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan 
 Dinas Perindustrian, 
Perdangan, Koperasi Dan 
Usaha Mikro Kecil Dan 
Menengah 
 Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 
 Dinas Pertambangan dan 
Energi 
 DPPKAD 
 Dinas Pemuda dan Olahraga 
ASISTEN 
PEMERINTAHAN 
 Bag. Adm 
Pemerintahan 
Umum 
 Bag. Hubungan 
Masyarakat 















 Bag. Umum 









       DPRD SEKRETARIS 
DAERAH 
organisasi juga dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku 
seseorang dalam organisasi. Untuk struktur organisasi SKPD kabupaten Toraja 
Utara dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut. 
























Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan 
Asset Daerah (DPPKAD) yang diatur didalam Peraturan Bupati Toraja Utara 
Nomor 27 Tahun 2012 terdiri dari : 
1. Kepala Dinas 
2. Sekertaris 
a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian 
b. Sub Bagian Keuangan 
c. Sub Bagian Program dan Anggaran 
3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan 
a. Seksi Pendaftaran 
b. Seksi Pendataan 
c. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data 
4. Bidang Penetapan 
a. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan 
b. Seksi Perhitungan 
c. Seksi Angsuran 
5. Bidang Penagihan 
a. Seksi Penagihan 
b. Seksi Keberatan 
c. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain 
6. Bidang Anggaran 
a. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan 
b. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung 
c. Seksi Belanja Langsung 
7. Bidang Perbendaharaan  
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a. Seksi Kas dan Giro 
b. Seksi Pengujian Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan 
c. Seksi Pengujian Belanja Langsung 
8. Bidang Akuntansi dan Verifikasi 
a. Seksi Akuntansi, Pendapatan dan Pengeluaran Pembiayaan 
b. Seksi Akuntansi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 
c. Seksi Akuntansi Belanja Langsung 
9. Bidang Aset  
a. Seksi Perencanaan dan Pengadaan 
b. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aset  
c. Seksi Inventarisasi, Pengawasan dan Penghapusan  
d. Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Sebelum Tallunglipu terbentuk satu kecamatan, pasar hewan ini dikenal 
sebagai pasar hewan Rantepao. Dan setelah Tallunglipu memisahkan diri dari 
kecamatan Rantepao dan berdiri sendiri menjadi satu kecamatan Tallunglipu, 
maka pasar hewan yang dikenal sebagai pasar hewan Rantepao berubah 
menjadi Pasar Bolu Kecamatan Tallunglipu. Pasar ini terus mengalami 
perkembangan seiring dengan meningkatnya transaksi jual beli Kerbau dan Babi. 
Saat ini keberadaan pasar Bolu tidak hanya sebagai salah satu sumber 
pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara yang bersumber dari 
pemungutan retribusi pasar, tetapi menjadi objek wisata bagi wisatawan.  
Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung di pasar ini didukung karena 
adanya keunikan-keunikan yang terjadi dalam transaksi jual beli yang berbeda di 
daerah lain. Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya di Kabupaten Toraja 
Utara dapat dilihat pada tebel sebagai berikut. 
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Tabel 4.3 Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya di Kabupaten Toraja 
Utara Tahun 2011 s/d 2015 
No. Sarana Perdagangan 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Pasar 26 27 29 29 30 
2. Toko 128 127 144 144 96 
3. Kios 5 6 10 8 25 
4. Warung 5 4 3 5 - 
Sumber : Toraja Utara dalam Angka 2015 (Badan Pusat Statistik) 
 
4.2. Hasil Penelitian 
4.2.1. Analisis Perkembangan Retribusi Pasar 
Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada 
pribadi/badan, diharapkan dapat mendorong sumber pembiayaan daerah dalam 
menyelenggarakan pembangunan daerah sehingga akan meningkatkan 
perekonomian masyarakat di daerah. Dalam pelaksanaan retribusi daerah yang 
dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah retribusi pasar. Retribusi pasar 
merupakan retribusi yang dipungut dari pedagang atau pengguna fasilitas pasar 
dalam pemberian izin penempatan oleh pemerintah daerah. 
Masalah retribusi pasar merupakan kontribusi yang dapat meningkatkan 
pendapatan asli daerah, sehingga dalam pelaksanaan retribusi pasar akan dapat 
mempengaruhi pendapatan asli daerah. Kabupaten Toraja Utara merupakan 
sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi daerah 
yang cukup baik. Dengan prospek potensi ekonomi daerah yang baik di 




Sebelum dilakukan analisis pertumbuhan retribusi pasar khususnya 
dalam tahun 2013 s/d 2015, terlebih dahulu akan disajikan data retribusi pasar 
yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut. 
Tabel 4.4  Data Retribusi Pasar Kabupaten Toraja Utara Periode 2013 s/d 2015 
 
Tahun  
Retribusi pasar  
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 
2013              405.805.000               497.720.000  
2014              465.000.000               392.846.000  
2015              558.600.000               418.346.000  
Sumber : Dispenda Kabupaten Toraja Utara, 2016 
 Berdasarkan Tabel 4.4 yakni data retribusi pasar di Kabupaten Toraja 
Utara selama 3 tahun terakhir terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar 
dalam tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.392.846.000,-, 
sedangkan penerimaan retribusi pasar tahun 2015 mengalami peningkatan 
menjadi sebesar Rp.418.346.000,- 
Untuk lebih jelasnya akan disajikan pertumbuhan retribusi pasar selama 
tahun 2013 s/d tahun 2015 di Kabupaten Toraja Utara melalui tabel sebagai 
berikut. 
Tabel 4.5 Pertumbuhan Retribusi Pasar Tahun 2013 s/d 2015 
 
Tahun 
Retribusi Pasar Pertumbuhan  
(Rp) (Rp) % 
2013 497.720.000  - - 
2014 392.846.000        (104.874.000) -21,07 
2015  418.346.000            25.500.000  6,49 
Rata-rata pertumbuhan         (39.687.000) -7,29 
Sumber : Hasil olahan data 
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Tabel 4.5 yakni pertumbuhan retribusi pasar dimana dalam tahun 2014 
mengalami penurunan sebesar Rp.104.874.000,- atau sebesar 21,07%. Pada 
tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 6,49% dari tahun sebelumnya. 
Namun rata-rata pertumbuhan menunjukkan angka -7,29%, yang berarti retribusi 
pasar selama 3 tahun terakhir belum mengalami pertumbuhan penerimaan 
retribusi pasar. 
 
4.2.2 Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah 
Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber-
sumber keuangan sendiri dengan melakukan sejumlah upaya-upaya untuk 
meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah 
dapat melakukan tugas perencanaan dan pembangunan yang semakin mantap 
demi kesejahteraan masyarakat. 
Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari 
sumber-sumber dalam kewenangan sendiri yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi 
dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan suatu penerimaan 
daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayah sendiri berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam hubungannya dengan uraian di atas, maka akan disajikan data 














2013 2014 2015 
1 Pajak daerah   6.589.276.945   8.718.949.610  10.300.489.725  
2 Retribusi daerah 
     
6.980.065.160  
     
7.934.268.480  





Hasil pengelolaan  
kekayaan daerah   1.161.155.967    1.876.603.151    2.689.532.788  




Lain lain pendapatan 
asli daerah yang sah   5.094.280.235  13.584.067.302  
 
13.357.419.557  








Sumber : Dispenda Kabupaten Toraja Utara, 2016 
Tabel 4.6 yakni data realisasi pendapatan asli daerah khususnya dalam               
3 tahun terakhir (2013 s/d 2015) menunjukkan bahwa pendapatan                        
asli daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat 
bahwa pendapatan asli daerah pada tahun 2013 sebesar Rp.19.824.778.307, 
tahun 2014 sebesar Rp.32.113.888.543 dan tahun 2015 sebesar 
Rp.33.808.406.730,-. 
Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 4.4, maka selanjutnya 
akan disajikan pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2013 s/d 2015 
tabel 4.7 sebagai berikut. 
Tabel 4.7 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 s/d 2015 
 
Tahun 
Pendapatan Asli Pertumbuhan  
Daerah  (Rp) (Rp) % 
2013 19.824.778.307 - - 
2014 32.113.888.543 12.289.110.236 61,99 
2015 33.808.406.730 1.694.518.187 5,28 
Rata rata pertumbuhan 6.991.814.212 33,63 




Tabel 4.7 menunjukkan pertumbuhan pendapatan asli daerah selama 3 
tahun terakhir (2013 s/d 2015). Terlihat bahwa rata-rata pendapatan asli daerah 
pertahun meningkat sebesar Rp.6.991.814.212 atau sebesar 33,63%. Hal ini 
dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah meningkat sebesar 
Rp.12.289.110.236 atau 61,99%. Terjadinya peningkatan pendapatan asli 
daerah di tahun 2014 disebabkan karena adanya kenaikan penerimaan pajak 
daerah dan selain itu karena adanya penerimaan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah. Kemudian pendapatan asli daerah dalam tahun 2015 yang 
meningkat sebesar Rp.1.694.518.187 atau sebesar 4,28% karena faktor adanya 
kenaikan pajak daerah yang terjadi dalam tahun 2015, sehingga dengan adanya 
kenaikan pendapatan asli daerah selama 2 tahun terakhir maka perlu dilakukan 
analisis efektivitas retribusi pasar dan kaitannya dengan peningkatan pendapatan 
asli daerah di Kabupaten Toraja Utara. 
 
4.2.3 Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan 
Asli daerah 
Proses desentralisasi penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat 
terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi 
daerah yakni memberikan kewenangan pemerintah daerah dapat 
menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut 
didukung dengan pemberlakuan UU. No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah 
daerah dan UU. No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada 
daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 
Pemberian otonomi daerah kepada daerah yang bersangkutan mengatur 
dan menyusun rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil 
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guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap 
masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal 
diperlukan dana yang cukup, sehingga dana tersebut diusahakan oleh daerah 
sendiri yaitu berupa pendapatan asli daerah yang mencukupi bagi kepentingan 
rumah tangga sendiri. Sehingga upaya untuk mendukung pendapatan asli 
daerah maka sangat ditunjang oleh adanya peningkatan jumlah retribusi daerah. 
Upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan 
analisis efektivitas retribusi pasar dan pendapatan asli daerah yang dimaksudkan 
untuk dapat mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam 
peningkatan pendapatan asli daerah. 
1) Analisis Efektivitas Retribusi Pasar 
Retribusi pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang terdiri dari 
jenis retribusi jasa umum, oleh karena itulah dalam retribusi pasar, prinsip dan 
sasaran dalam penentuan struktur dan besarnya 58ariff retribusi pasar didasari 
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengguna biaya 
penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi. Obyek retribusi 
pasar adalah pelayanan penyedia fasilitas pasar tradisional/sederhana yang 
berupa kios/pelataran/los yang dikelola dan disediakan oleh Pemerintah Daerah 
untuk pedagang. 
Pentingnya pemungutan retribusi pasar, maka perlu dilakukan evaluasi 
rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar. Hal ini dimaksudkan untuk dapat 
memberikan gambaran seberapa jumlah target dapat dicapai, sehingga rasio 
efektivitas retribusi pasar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut. 
     Realisasi penerimaan retribusi pasar 
Rasio efektivitas retribusi  =  ---------------------------------------------------- x 100% 
              Target penerimaan pasar 
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Berdasarkan rasio efektivitas retribusi pasar maka dapat dikategorikan 
berdasarkan nilai efektivitas. Nilai efektivitas retribusi pasar dapat disajikan 
melalui tabel 4.8 sebagai berikut. 
Tabel 4.8 Nilai Efektivitas Retribusi Pasar 
 










Sumber : Mahmudi (2010:143) 
Berdasarkan tabel 4.6 yakni data anggaran dan realisasi retribusi pasar 
maka selanjutnya akan disajikan perhitungan rasio efektivitas retribusi pasar 
pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) 
Kabupaten Toraja Utara periode 2013 s/d 2015 sebagai berikut. 
a) Tahun 2013 
Rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar dalam tahun 2013 dapat 
ditentukan: 
                        497.720.000 
Rasio efektivitas (%) =    ---------------------- x 100% 
                       405.805.000 
    =  122,65% 
Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka rasio efektivitas pemungutan 
retribusi pasar pada tahun 2013 sebesar 122,65%. 
b) Tahun 2014 





                       392.846.000 
Rasio efektivitas (%) =    ---------------------- x 100% 
                        465.000.000 
    =  84,48% 
Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka maka besarnya rasio efektivitas 
pemungutan retribusi pasar tahun 2014 sebesar 84,48%. 
c) Tahun 2015 
Rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar pada tahun 2015 dapat 
ditentukan: 
                        418.346.000 
Rasio efektivitas (%) =    ---------------------- x 100% 
                        558.600.000 
    =  74,89% 
Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka besarnya rasio efektivitas 
pemungutan retribusi pasar tahun 2015 yaitu sebesar 74,89%. 
Berdasarkan hasil pehitungan rasio efektivitas retribusi pasar yang telah 
diuraikan di atas maka dapat disajikan nilai efektivitas pemungutan retribusi 
pasar Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2013 s/d 2015 melalui tabel 4.7 
sebagai berikut. 
Tabel 4.9  Nilai Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Toraja Utara  




Rasio Efektivitas Pemungutan 
Retribusi Pasar (%) 
Keterangan 
2013 122,65 Sangat efektif 
2014 84,48 Kurang efektif 
2015 74,89 Tidak efektif 
Rata – rata  94 Cukup efektif 
Sumber : Hasil olahan data 
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Tabel 4.9 yakni hasil perhitungan rasio efektivitas pemungutan retribusi 
pasar khususnya dalam 3 tahun terakhir (2013 s/d 2015), dimana rasio efektivitas 
pemungutan retribusi pasar pada tahun 2013 yaitu sebesar 122,65%, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sudah 
dilakukan dengan sangat efektif sebab rasio efektivitas diatas 100%. Hal ini 
menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam tahun 2013 
telah berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2014 
rasio efektivitas retribusi hanya sebesar 84,48% dengan nilai efektivitas kurang 
efektif, rasio tersebut sangat menurun dari tahun sebelumnya. Selanjutnya rasio 
retribusi pasar pada tahun 2015 sebesar 74,89%, hal ini dapat dikatakan bahwa 
nilai efektivitas pemungutan retribusi pasar yang dilakukan tidak efektif. 
Rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar dari tahun 2013 s/d 2015 
selalu menunjukkan penurunan yang cukup besar. Penurunan rasio tersebut 
disebabkan oleh penurunan kinerja dan berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor 
yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, 
yaitu : 
1) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi 
pasar khususnya di setiap pasar pada Kabupaten Toraja Utara. 
2) Petugas pemungut retribusi pasar yang bertugas dalam melakukan 
penagihan di setiap pedagang di pasar belum efektif dalam melakukan 
tugasnya. 
3) Kurangnya monitoring atau pengawasan oleh Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam 
melakukan pengelolaan retribusi pasar. 
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4) Terdapat banyak celah untuk berbuat hal yang tidak diinginkan dalam proses 
pemungutan dan pelaporan, mulai dari petugas pemungutan langsung, 
kepala pasar daerah maupun pada DPPKAD Kabupaten Toraja Utara 
 
2) Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber-sumber 
penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menunjang sebagian 
beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan 
kegiatan pembangunan yang setiap tahun mengalami peningkatan. Sehingga 
mendukung terciptanya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab 
di semua lini pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara. 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas akan dilakukan 
perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut. 
                 Realisasi penerimaan PAD 
Rasio efektivitas PAD (%)  =  --------------------------------------- x 100% 
        Target penerimaan PAD 
Sebelum dilakukan perhitungan rasio efektivitas penerimaan pendapatan 
asli daerah, terlebih dahulu akan disajikan data Pendapatan Asli Daerah yang 
diperoleh dari DPPKAD Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2013 s/d 2015 









Tabel 4.10 Data Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara 
                Tahun 2013 s/d 2015 
 
No 
Jenis Pendapatan  
Asli Daerah 
Tahun  
2013 2014 2015 
1 Pajak daerah   6.589.276.945    8.718.949.610  10.300.489.725  




kekayaan daerah    1.161.155.967    1.876.603.151   2.689.532.788  
  yang dipisahkan        
4. Lain lain pendapatan    5.094.280.235  13.584.067.302  13.357.419.557  
  daerah yang sah       








 Sumber : Dispenda Kabupaten Toraja Utara, 2016 
  
Tabel 4.10 yakni data anggaran Pendapatan Asli Daerah periode tahun 
2013 s/d 2015 memperlihatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang 
mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Hal ini dapat 
dikatakan bahwa penyelenggara pemerintahan Kabupaten Toraja Utara mampu 
mengoptimalkan setiap sektor penerimaan PAD menjadi lebih maksimal. Terlihat 
pada tahun 2013 sebesar Rp.19.824.778.307, pada tahun tahun 2014 meningkat 
menjadi sebesar Rp.32.113.888.543 dan pada tahun 2015 meningkat lagi 
menjadi sebesar Rp.33.808.406.730,-. 
Berdasarkan tabel 4.10 rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah tahun 
2013 s/d tahun 2015 dapat dihitung melalui sebagai berikut. 
1) Tahun 2013 
Besarnya rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun 




                  19.824.778.307 
Rasio efektivitas PAD (%)    =  ------------------------- x 100% 
                  20.331.609.250 
                        =   97,51% 
Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka besarnya rasio efektivitas dalam 
penerimaan pendapatan asli daerah selama tahun 2013 sebesar 97,51%. 
2) Tahun 2014 
Besarnya rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun 
2014 dapat ditentukan: 
         32.113.888.543 
Rasio efektivitas PAD (%)    =  ------------------------- x 100% 
         25.345.877.930 
                 =   126,70% 
Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka besarnya rasio efektivitas dalam 
penerimaan pendapatan asli daerah selama tahun 2014 sebesar 126,70%. 
3) Tahun 2015 
Besarnya rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun 
2015 dapat ditentukan: 
         33.808.406.730 
Rasio efektivitas PAD (%)    =  ------------------------- x 100% 
         39.203.596.900 
                 =   86,24% 
Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka besarnya rasio efektivitas dalam 
penerimaan pendapatan asli daerah selama tahun 2014 adalah sebesar 
86,24%. 
Untuk lebih jelasnya akan disajikan hasil perhitungan nilai efektivitas 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2013 s/d 2015 melalui tabel 
4.11 sebagai berikut. 
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Tabel 4.11 NIlai Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 s/d 
2015 
Tahun 
Rasio Efektivitas Pendapatan 
Asli Daerah (%) 
Keterangan 
2013 97,51 Cukup efektif 
2014 126,70 Sangat efektif 
2015 86,24 Kurang efektif 
Rata – rata  103,48 Sangat  efektif 
Sumber : Hasil olahan data 
Berdasarkan tabel 4.11, hasil perhitungan nilai efektivitas penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013 s/d tahun 2015 terlihat bahwa 
penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun 2013 sudah cukup efektif yaitu 
sebesar 97,51%. Kemudian pada tahun 2014 menjadi sebesar 126,70% realisasi 
penerimaan PAD yang diterima oleh DPPKAD daerah mengalami peningkatan. 
Namun rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2015 
mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu hanya 
sebesar 86,24%. Berdasarkan perhitungan rata-rata rasio efektifitas PAD, 
penerimaan PAD dikategorikan sudah sangat efektif karena realisasi penerimaan 
melebihi target yang telah ditetapkan. 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut diatas, dapat disajikan 
kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah tahun 2013 s/d tahun 2015 















2013 6.980.065.160 497.720.000 0,07 
2014 7.934.268.480 392.846.000 0,05 
2015 7.460.964.660 418.346.000 0,06 
Sumber : Hasil olahan data 
 Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa persentase kontribusi retribusi pasar 
terhadap retribusi daerah tahun 2013 s/d 2015 mengalami fluktuasi. Persentase 
kontribusi retribusi pasar tertinggi diperoleh pada tahun 2013 sebesar 0,07%. 
Pada tahun 2014 persentase kontribusi mengalami penurunan dan tingkat 
persentase kontribusi terendah sebesar 0,05%. Pada tahun 2015 presentase 
kontribusi mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,06%. Kontribusi retribusi pasar 
terhadap retribusi masih sangat rendah. Dilihat dari tabel 4.10, presentase 
kontribusi rata – rata dibawah 1%. Hal ini membuktikan masih kurang efektifnya 
pemungutan retribusi daerah. Kemudian retribusi daerah tersebut berpengaruh 
terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Berikut akan disajikan tabel 
kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja 
Utara. 
Tabel 4.13 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 
2013 s/d  2015 
Tahun 
Realisasi Pendapatan 




2013 19.824.778.307 6.980.065.160 0.35 
2014 32.113.888.543 7.934.268.480 0.25 
2015 33.808.406.730 7.460.964.660 0.22 
Sumber : Hasil olahan data 
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Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa persentase kontribusi 
retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 
2013 s/d 2015 sangat rendah. Persentase kontribusi yang rendah ini dikarenakan 
kurangnya penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah terkait retribusi 
daerah. Pada tahun 2013 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD hanya 
sebesar 0,35%, dan pada tahun 2014 s/d 2015 mengalami penurunan yang 
cukup besar yaitu pada tahun 2014 sebesar 0,25% dan tahun 2015 sebesar 
0,22%. Meskipun realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan 
setiap tahunnya, namun kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih 
tergolong sangat rendah. Peningkatan sector-sektor penerimaan retribusi daerah 
yang harus diefektifkan pemerintah daerah guna menunjang peningkatan 
penerimaan PAD melalui retribusi daerah. 
 
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini dikemukakan dan dijabarkan melalui perhitungan rasio 
efektivitas pemungutan retribusi pasar dan rasio efektivitas Pendapatan Asli 
Daerah dari tahun 2013 s/d 2015. Berdasarkan hasil analisis efektivitas 
pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan, terjadi penurunan yang 
signifikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang 
mengakibatkan menurunnya penerimaan pemerintah daerah dari sektor retribusi 
pasar. Untuk realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, terjadi peningkatan 
setiap tahunnya. Namun realisasi penerimaan pada tahun 2013 dan 2014 tidak 
mampu mencapai target yang telah ditetapkan.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan disajikan pembahasan 
hasil penelitian mengenai efektivitas retribusi pasar dalam kaitannya dengan 
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peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diuraikan sebagai   
berikut : 
a) Efektivitas pemungutan retribusi pasar pada Kabupaten Toraja Utara 
Berdasarkan hasil analisis mengenai rasio efektivitas retribusi pasar 
terlihat bahwa retribusi pasar pada tahun 2014 s/d 2015 mengalami 
penurunan. Hasil analisis rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar 
menunjukkan pada tahun 2014 kurang efektif dan pada tahun 2015 tidak 
efektif. Artinya dalam penerimaan retribusi pasar yang dilakukan selama ini 
mengalami penurunan yang signifikan dan tidak sesuai dengan yang 
ditargetkan. Ketidaktercapaian target dalam penerimaan retribusi pasar 
karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran 
retribusi pasar dan selain itu petugas pemungut retribusi pasar kurang efektif 
dalam melakukan pemungutan kepada pedagang di pasar serta beberapa 
faktor lainnya yang mempengaruhi realisasi penerimaan retribusi pasar. 
Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah juga sangat kurang, rata-
rata hanya dibawah 1%. Hal ini menunjukkan penerimaan retribusi daerah 
dari sektor retribusi pasar masih belum dioptimalkan. Kurangnya kontribusi 
retribusi pasar terhadap retribusi daerah juga disebabkan oleh kurang 
efektifnya pemungutan retribusi pasar. Jadi dapat disimpulkan, kontribusi 
retribusi pasar berbanding lurus dengan rasio efektivitas pemungutan 
retribusi pasar. 
b) Efektivitas penerimaan PAD 
Dari hasil analisis yang dilakukan mengenai efektivitas penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan periode 
pengamatan dari tahun 2013 s/d tahun 2015, terlihat bahwa rata – rata 
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penerimaan pendapatan asli daerah sudah efektif karena sesuai dengan 
yang ditargetkan. Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah terlihat 
penerimaannya hanya cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2014 sudah 
sangat efektif, karena realisasi penerimaan PAD melebihi target yang telah 
ditetapkan. Namun pada tahun 2015 menjadi kurang efektif karena realisasi 
penerimaan PAD sangat jauh dari target. Kontribusi retribusi daerah 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara masih sangat 
kurang. Retribusi daerah setiap tahunnya hanya memberikan kontribusi tidak 
lebih dari 1% terhadap penerimaan PAD. Peningkatan penerimaan dari 
sector retribusi daerah harus menjadi fokus utama pemerintah daerah 




















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
selama ini, maka dapat disajikan hasil kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis 
yaitu sebagai berikut. 
1. Hasil analisis mengenai efektivitas pemungutan retribusi pasar dalam 3    
tahun terakhir (tahun 2013 s/d 2015) menunjukkan penurunan yang signifikan 
setiap tahunnya. Terlihat retribusi pasar pada tahun 2013 rasio efektivitasnya 
sebesar 122,65% yang dapat dikategorikan sudah dikelola dengan sangat 
efektif, pada tahun 2014 turun menjadi 84,48% yang dikategorikan kurang 
efektif dan pada tahun 2015 74,89% yang dikategorikan tidak efektif. 
Walapun target penerimaan retribusi pasar yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah Kabupaten Toraja Utara selalu berbeda setiap tahunnya, namun 
peningkatan target tidak disertai dengan peningkatan realisasi penerimaan 
retribusi pasar. Oleh karena itu, efektifitas penerimaan retribusi pasar 
Kabupaten Toraja Utara periode 2013 s/d tahun 2015 hanya cukup efektif. 
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang sampai sekarang belum bisa 
diatasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dan Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD).  
2. Hasil analisis mengenai efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di Kabupaten Toraja Utara periode tahun 2013 s/d tahun 2015 
menunjukkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013 
sehingga efektifitas penerimaan PAD menjadi sangat efektif. Namun pada 






antara target dan realisasi sehingga menjadi kurang efektif. Rata – rata 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara sudah efektif, 
namun masih diperlukan optimalisasi pencapaian target penerimaan dari 
berbagai macam sektor sehingga Pendapatan Asli Daerah semakin 
maksimal. 
 
 5.2 Keterbatasan Penelitian 
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 
 
1. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis efektivitas pemungutan retribusi 
pasar dari tahun ke tahun, khususnya tahun 2013 – 2015. Peneliti tidak 
menganalisis terlebih dahulu bagaimana menentukan target, sehingga 
pencapaian tersebut bisa dikatakan sudah layak untuk dijadikan target dan 
sudah efektif. 
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas karena 
pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan dinas terkait tidak memiliki data 
yang terperinci. 
3. Keterbatasan data membuat peneliti hanya menganalisis penerimaan 
retribusi daerah dalam skala tahunan sehingga dinamika penerimaan 
retribusi per bulan tidak bisa diprediksi. 
 
5.3. Saran-saran 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai bahan masukan atau 
pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai 
berikut. 
1. Disarankan pihak Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabuapten Toraja Utara 
untuk dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 
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retribusi pasar dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga akan 
meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Toraja Utara dalam 
membayar retribusi pasar. 
2. Perlu adanya pemberian insentif kepada petugas penagihan retribusi pasar 
sehingga diharapkan akan dapat lebih meningkatkan pemungutan retribusi 
pasar di tahun yang akan datang. 
3. Pemerintah daerah menerapkan peraturan yang ketat mengenai 
ketidakdisiplinan petugas pemungutan retribusi pasar dengan ancaman 
sanksi penalti, sanksi pidana dan sanksi pemberhentian.  
4. Proses pelaporan hasil pemungutan retribusi pasar dari petugas pemungutan 
tidak transparan dan tidak teratur, sehingga menyebabkan terjadinya celah 
yang bisa dijadikan jalan untuk melakukan berbagai macam peyimpangan. 
5. Dinas terkait yang menangani pemungutan retribusi pasar, masih 
membutuhkan penambahan petugas agar proses pemungutan dapat 
dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. 
6. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian dilakukan untuk 
menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pemungutan 
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